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Abstract 

A legal system that is tiered and synergistic with each other, where lower regulations must not 

contain content that violates the regulations above. This study aims to analyze the position of 

the Supreme Court Circular Letter in the Indonesian system of laws and regulations, especially 

related to the existence of SEMA that annuls or contradicts the provisions of the higher Law. 

The focus of this research is to answer two main problems, namely the position of the Supreme 

Court Circular Letter that annuls or contradicts the Law and what are the implications of the 

issuance of the Supreme Court Circular Letter that annuls the enactment of the law. The 

method used in this study is a normative research method, namely by examining existing laws 

and regulations, as well as various related legal literature to understand the position of SEMA 

in the Indonesian legal system. This research also explores legal doctrines, jurisprudence, and 

expert opinions relevant to SEMA's position, as well as how they are applied in the field by the 

judiciary. The results of the study show that the Supreme Court Circular does not have the 

legal force to annul or contradict the Law, because in the hierarchy of Indonesian laws and 

regulations, the Law is in a higher and more binding position than SEMA. The implication of 

the issuance of SEMA that has the potential to annul the provisions of the Law is the potential 

for legal uncertainty and a decrease in the credibility of the judicial system, because the public 

and parties involved in the legal process may feel confused about the decision issued by the 

Supreme Court. Therefore, SEMA should only serve as a guideline or technical clarification in 

the implementation of the Law and not as an instrument that can change or cancel higher 

provisions. 
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Abstrak 

Sebuah sistem hukum yang berjenjang dan saling bersinergi satu sama lain, dimana 

peraturan yang lebih rendah tidak boleh mengandung muatan yang menyalahi peraturan di 

atasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Surat Edaran Mahkamah 

Agung dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya yang berkaitan 

dengan adanya SEMA yang menganulir atau bertentangan dengan ketentuan Undang-

Undang yang lebih tinggi. Fokus pada penelitian ini adalah untuk menjawab dua rumusan 

masalah utama, yaitu bagaimana kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung yang 

menganulir atau bertentangan dengan Undang-Undang dan apa implikasi dari 

diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung yang menganulir keberlakuan undang-

undang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, 

yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, serta berbagai literatur 

hukum terkait untuk memahami kedudukan SEMA dalam sistem hukum Indonesia. 

Penelitian ini juga mengeksplorasi doktrin hukum, yurisprudensi, dan pendapat ahli yang 

relevan dengan kedudukan SEMA, serta bagaimana penerapannya di lapangan oleh badan 

peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung tidak 

memiliki kekuatan hukum untuk menganulir atau bertentangan dengan Undang-Undang, 
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karena dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, Undang-Undang berada 

pada posisi yang lebih tinggi dan lebih mengikat daripada SEMA. Implikasi dari penerbitan 

SEMA yang berpotensi menganulir ketentuan Undang-Undang adalah adanya potensi 

ketidakpastian hukum dan penurunan kredibilitas sistem peradilan, karena masyarakat dan 

pihak yang terlibat dalam proses hukum dapat merasa kebingungannya terhadap keputusan 

yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Oleh karena itu, SEMA seharusnya hanya 

berfungsi sebagai pedoman atau klarifikasi teknis dalam pelaksanaan Undang-Undang dan 

bukan sebagai instrumen yang dapat mengubah atau membatalkan ketentuan yang lebih 

tinggi. 
 

Kata kunci: kedudukan, hierarki, peraturan perundang-undangan 
 

I. Pendahuluan  

  Merealisasikan keinginan -keingian dalam hukum agar menjadi sebuah kenyataan dan 

patuh untuk ditaati oleh masyarakakat merupakan perwujudan dari penegakan hukum yang 

baik dan efisien. Terutama masyarakat yang ada di  Indonesia tentunya semakin hari semakin 

mendambakan tegaknya hukum yang kokoh berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan dan 

ketenteraman yang menyejukkan hati dan kepala. Sehingga tidak akan ada istilah yang kerab 

kali di sapa dengan istilah hukum yang tumpul ke atas tajam ke bawah. Artinya hanya orang-

orang tertentu saja yang bisa mengendalikan hukum atau keadilan tersebut.  

  Penegakan hukum dapat dikategorikan sebagai usaha melaksanakan hukum 

sebagaimana perwujudan yang semestinya. Tegas dalam melaksanakan pengawasan dan 

mengambil tindakan jika terjadi pelanggaran, dan ditegakkannya kembali pemulihan hukum 

yang dilanggar agar dapat meminimalisir kesalahan dalam penerapan hukum atau norma ytang 

telah ditetapkan. Adanya peristiwa yang konkrit menjadi salah satu jaminan dalam 

mendapatkan kepastian hukum oleh setiap orang. Pada tonggaknya hukum yang berlaku tidak 

boleh menyimpang dari semestinya yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial. Hal ini 

dikenal juga dengan istilah adagium hukum  yaitu  fiat justitia et pereat mundus “hendaklah 

keadilan ditegakkan sekalipun dunia harus runtuh.”1 

  Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa pengertian penegakan hukum adalah proses 

dilakukannya upaya untuk ditegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata 

sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. Begitu juga dengan penegakan hukum yang di lakukan oleh 

lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi adalah Mahkamah Agung. 

 Suatu sistem hukum yang saling bersinergi dan berjenjang dimana peraturan yang lebih rendah 

 
1 Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum Keadilan dan 

Kemanfaatan”, Jurnal warta, no.7 (2019) 
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tidak boleh mengandung muatan yang menyalahi peraturan yang lebih tinggi atau berada di 

atasnya.  

   Selain itu, suatu negara hukum perlu adanya peranan Mahkamah Agung sebagai badan 

ataupun lembaga yang bertugas dalam menegakkan tertib hukum. Hal ini sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 1 angka 1 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menyatakan “ Mahkamah Agung adalah salah satu 

pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia”. Berdasarkan Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 menyatakan “Kekuasaan 

Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut 

undang-undang”.2 Lembaga-lembaga peradilan mempunyai tugas yang utama undang”. 

Lembaga-lembaga peradilan mempunyai tugas yang utama yaitu adalah menerima, memeriksa, 

mengadili dan menyelesaikan setiap perkara hukum yang diajukan kepada Mahkamah Agung. 

  Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang ketua, ketua dipilih melalui hakim agung 

kemudian diangkat oleh Presiden. Kemudian hakim tersebut dipilih dari hakim karier, 

profesional, dan akademisi. Sebagaimana pelaksana dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1970, dirumuskan tugas pokok, fungsi dan wewenang Mahkamah Agung.3 Wewenang dari 

Mahkamah Agung salah satunya adalah membuat Surat Edaran. Hal ini sesuai dengan Pasal 32 

Ayat (4) UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2009 tentang Perubahan kedua tentang Mahkamah Agung yang menyatakan 

“Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang 

perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada dibawahnya”. Dalam 

Pasal 131 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1950 yang menyatakan “Mengeluarkan Surat 

Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau memberi wewenang kepada mahkamah agung untuk 

mengeluarkan surat edaran mahkamah agung, materinya dapat berupa instruksi, referensi, 

peringatan atau perintah.  Surat edaran mahkamah agung mayoritasnya hanya berlaku untuk 

semua lingkungan peradilan.4 

 

 
2 UUD 1945 Amandemen dan untuk Pelajar dan Umum (Jakarta: Pustaka Sandro Jaya,n.d). 
3 Muhammad Faqih,”Kedudukan, Tugas,Pokok, dan Fungsi serta Eksistensi Mahkamah Agung di 

Indonesia”, Mimbar Yustitia 01 no. 04 (2020) : 31.  
4 Utang Rosidin Raihan Andhika Santoso, Elan Jaelani, “Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Surat Edaran 

Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Indonesia”, Deposisi : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum 01 no.04 

(2023) : 12.  
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  Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan bentuk edaran pimpinan Mahkamah 

Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, 

yang lebih bersifat administratif. Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai diskresi yang 

digolongkan sebagai peraturan kebijakan, yang substansinya bersifat membimbing, menuntun, 

memberi arahan kebijakan, dan mengatur pelaksanaan tugas yang bersifat administrasi. Bagir 

Manan juga berpendapat bahwa peraturan kebijakan adalah peraturan yang dibuat, baik 

kewenangan maupun materi muatannya tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan, 

delegasi, atau mandate, melainkan berdasarkan wewenang yang timbul dari freies ermessen 

yang dilekatkan pada administrasi negara untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu yang 

dibenarkan hukum. Misalnya surat edaran, juklak, dan juknis.5 Kedudukan dan peran Surat 

Edaran Mahkamah Agung dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan yaitu 

memiliki kedudukan yang berada di bawah undang-undang, dan tidak setara atau lebih tinggi 

dari padanya. Surat Edaran Mahkamah Agung hanya memiliki kekuatan mengikat dalam 

lingkungan peradilan saja.6 Adapun Surat Edaran Mahkamah Agung yang selanjutnya 

disingkat dengan SEMA yang terindikasi menganulir sebuah Undang-Undang yaitu SEMA 

No. 10 Tahun 2020 dan SEMA No. 2 Tahun 2023.  SEMA No. 10 Tahun 2020 tentang 

pemeberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2020 sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang telah mempengaruhi kepemilikan tanah oleh 

warga negara asing (WNA) di Indonesia.  

  Menurut surat edaran mahkamah agung pemilik tanah adalah pihak yang namanya 

tercantum dalam sertifikat hak milik, walaupun tanah tersebut dibeli menggunakan uang atau 

asset milik orang lain. Dalam hal ini termasuk warga negara asing, praktek nominee 

arrangement. Perjanjian pinjam nama tidak diakui oleh mahkamah agung dalam kepemilikan 

tanah. Perjanjian ini dianggap sebagai penyeludupan hukum. Surat edaran mahkamah agung 

nomor 10 tahun 2020 ini telah melarang dan mematikan eksistensi praktek nominee 

arrangement, dan juga memperkuat hukum yang membatasi kepemilikan hak milik atas tanah 

oleh warga negara asing yang berada di Indonesia.  

  Maria S.W Sumardjono menyatakan “ Perjanjian pokok yang diikuti dengan perjanjian 

lain terkait dengan penguasaan ha katas tanah oleh warga negara asing menunjukkan bahwa 

 
5 Rinsofat Naibaho, Indra Jaya M.Hasibuan, “Peranan Mahkamah Agung dalam Penegakan Hukum dan 

Keadilan melalui Kekuasaan Kehakiman”, vol 2, no.2 Nommensen Journal ol legal opinion, Juli 2021, hlm. 212. 
6 Maulana Ridho Al Fasil Ishaq Maulana Sudur, Ahsandy Ramadhan Suardi, Satriya Pamungkas, 

Fauziyah Putri Meilinda.” Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Perspektif akdemisi : 

Kekuatan Hukum, Ketetapan dan Konsitensi, Pengaruh terhadap Putusan Hukum”, vol. 4, no.2 Usrah. Oktober 

2023, hlm. 234-236.  
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secara tidak langsung melalui perjanjian notariil, terjadi penyeludupan hukum yang patut 

dicegah”. Dalam praktek kepemilikan tanah perjanjian pinjam nama oleh warga negara asing 

secara yuridis bertentangan dengan hukum tanah nasional yaitu Pasal 9, Pasal 21 ayat (1), dan 

dipertegas dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Pokok-Pokok Agraria.  

  Adapun SEMA No. 2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dala mengadili perkara 

permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Dalam 

peristiwa ini, para hakim harus berpedoman pada ketentuan yangb berlaku yakni “ Perkawinan 

yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan 

kepercayaannya, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang perkawinan, dan pengadilan tidak diperbolehkan untuk mengabulkan 

permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama tersebut.  

  Bivitri Susanti salah satu pakar hukum tata negara menilai juga bahwa SEMA No. 2 

Tahun 2023 sarat dengan intervensi  politik yang bertentangan dengan Undang-Undang yaitu 

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 

tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta melanggar hak asasi manusia.7 Dengan 

dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 juga bertentangan dengan Pasal 7 ayat 2 Regeling 

op de Gemengde Huwelijke (GHR) atau yang dikenal dengan peraturan mengenai perkawinan 

campuran yang menyatakan bahwa “ Perbedaan agama, golongan, atau turunan tidak mungkin 

merupakan penghalang dalam melakukan perkawinan”.  

  Keputusan hakim dalam mengabulkan atau mengesahkan perkawinan yang berbeda 

agama bukanlah salah satu solusi yang baik melainkan menjadi doktrin preseden yang buruk 

bagi hukum perkawinan di Indonesia karena tidak sejalan dengan Undang-Undang perkawinan 

Pasal 2 yang berlaku di Indonesia. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

hierarki Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari tujuh butir yaitu Undang-Undang 

Dasar 1945, TAP MPR, undang-Undang/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, 

Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sangat jelas dalam urutan 

tersebut tidak disebutkan adanya surat edaran mahkamah agung . Dalam uraian Pasal 8 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

telah menyatakan bahwa peraturan yang ditetapkan oleh mahkamah agung hanya diakui 

keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Walaupun demikian, surat 

edaran mahkamah agung merupakan produk hukum yang diakui, pada faktanya SEMA No.2 

 
7 Diah Marla Pitaloka, Benny Djaja, Maman Sudirman, “Larangan Perkawinan Beda Agama Menurut 

Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023”, vol.18, no.1, Yustitia, 2024, hlm. 59. 
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Tahun 2023 ini bertabrakan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang tidak 

melarang pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama.  

  Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas bahwa penulis tertarik untuk 

melakukan penulisan penelitian dengan judul “ Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung 

dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”.  

II. Metode Penelitian 

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu “Yuridis Normatif”. 

Penelitian hukum yuridis normative adalah “suatu proses untuk menemukan aturan hukum, 

prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum, penelitian hukum normative dapat 

dilakukan terutama terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sepanjang bahan 

hukum tu mengandung kaidah hukum”. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan 

argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai jurnal dalam menjawab masalah yang dihadapi. 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Pendekatan Perundang-

undangan (Statute Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach), Pendekatan Historis 

(Historical Approach), Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach). Bahan hukum yang 

digunakan dalam jurnal ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan juga 

bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang dilakukan dalam menyusun jurnal ini adalah 

dengan melibatkan mengidentifikasi pasal yang terkait dengan topik skripsi dan menilai pasal 

tersebut. Selain itu, penulis juga menggunakan analisis yang berupa megevaluasi bahan hukum 

dengan tujuan untuk memberikan informasi yang berguna untuk mengambil sebuah keputusan.  

III. Pembahasan Dan Analisis 

A. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung yang Terindikasi menganulir Undang -

Undang 

  Statu$s Su$rat E$daran Mahkamah Agu$ng (SE$MA) dalam hie$rarki pe$ratu$ran 

pe$ru$ndang-u$ndangan di Indone$sia masih me$njadi topik pe$rde$batan pe$nting, kare$na hingga 

kini be$lu$m te$rdapat ke$te$ntu$an yang se$cara te$gas me$nyatakan bahwa SE$MA te$rmasu$k dalam 

kate$gori pe$ratu$ran pe$ru$ndang-u$ndangan. Me $ru$ju$k pada te$ori pe$ratu$ran pe$ru$ndang-u$ndangan 

yang te$rcantu$m dalam Pasal 7 U$ndang- U$ndang Nomor 12 Tahu$n 2011 te $ntang Pe$mbe $ntu$kan 

Pe $ratu$ran Pe $ru$ndang-u$ndangan, te$rdapat tu $ju$h tingkatan hie$rarki pe$ratu$ran, yaitu $: U$U$D 

1945, Ke $te $tapan MPR, U$ndang-U$ndang/Pe $ratu$ran Pe $me $rintah Pe$ngganti U$ndang-U$ndang, 

Pe $ratu$ran Pe $me$rintah, Pe$ratu $ran Pre $side$n, Pe $ratu$ran Dae $rah Provinsi, dan Pe $ratu$ran Dae $rah 

Kabu$pate$n/Kota. Dalam su$su$nan hie$rarki te$rse $bu$t, Su$rat E$daran Mahkamah Agu$ng (SE $MA) 

tidak te$rcantu$m. Ole$h kare$na itu$, SE$MA tidak dapat dikate $gorikan se$bagai bagian dari 
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pe $ratu$ran pe$ru$ndang-u$ndangan, me$lainkan le $bih te$pat dipandang se $bagai be$ntu$k ke $bijakan 

administratif se$mata. 

  Me $ngacu$ pada ke$te$ntu$an Pasal 8 ayat (2), dinyatakan bahwa 'Pe $ratu$ran pe$ru$ndang-

u$ndangan se $bagaimana dimaksu$d pada ayat (1) diaku$i ke $be $radaannya dan me$miliki ke $ku$atan 

hu$ku$m yang me$ngikat se$panjang dipe$rintahkan ole$h pe $ratu $ran pe$ru$ndang-u$ndangan yang 

le$bih tinggi atau$ dibe$ntu$k be$rdasarkan ke$we $nangan. Se$cara te$oritis, su$lit u$ntu$k me$ne $tapkan 

se $cara pasti posisi SE $MA dalam stru $ktu$r hie$rarki pe$ratu$ran pe$ru$ndang-u$ndangan. Ke $su$litan 

ini timbu$l kare$na tidak adanya ke $te$ntu$an yang se $cara te$gas me$ngatu$rnya. Me $ski de $mikian, 

be $rdasarkan U$ndang-U$ndang Nomor 12 Tahu$n 2011, SE $MA tidak diklasifikasikan se $bagai 

u$ndang-u$ndang, me$skipu$n te$tap me$miliki ke $ku$atan hu$ku$m yang me$ngikat dalam praktiknya. 

Lalu$, bagaimana posisi SE $MA dalam stru $ktu$r ke$le $mbagaan Mahkamah Agu $ng? Jika dilihat 

dari se$gi formalitas dan su$bstansi, SE $MA be $rada di bawah Pe$ratu$ran Mahkamah Agu $ng 

(PE $RMA). Hal ini kare $na PE $RMA disu$su$n dalam be$ntu$k yang le$bih formal dan siste$matis 

se $bagai bagian dari produ$k pe $ratu$ran. Se $baliknya, SE$MA u$mu$mnya disu $su$n be $rdasarkan 

PE $RMA, dan ke$be $radaan PE$RMA me $miliki ke$we $nangan u$ntu$k me$mbatalkan SE $MA. 

Contohnya adalah SE$MA Nomor 6 Tahu $n 1967 yang dicabu$t me$lalu$i PE$RMA Nomor 1 

Tahu$n 1969. Ole $h kare$na itu$, dalam me$ne $ntu$kan posisi SE $MA dalam hie$rarki pe $ratu$ran 

pe $ru$ndang-u$ndangan, pe$rlu$ dipe$rtimbangkan be$be $rapa aspe$k, antara lain: 

Se $su$ai de $ngan Pasal 79 U$ndang-U$ndang Mahkamah Agu $ng bahwa hanya SE$MA yang isinya 

se $su$ai dapat masu$k dalam hie$rarki pe$ratu$ran pe$ru$ndang-u$ndangan: 

a.  SE $MA yang be $rlaku$ se $cara nasional dise $lu$ru$h wilayah Indone$sia maka ke$du$du$kan 

SE $MA be $rada diatas PE $RDA. 

b. Isi be$be $rapa SE$MA digu $nakan Mahkamah Agu $ng se $bagai atu$ran pe$laksana dari 

pe $ratu$ran dan ke$pu$tu$san Me$nte $ri hu$ku$m dan HAM saat Mahkamah Agu$ng masih 

me$nggu$nakan siste$m du$a (2) atap.  

 Se $lanju$tnya, bagaimana posisi SE$MA jika didu$ga me$miliki ke$ce$nde $ru$ngan u$ntu$k 

me$niadakan atau$ me$mbatalkan ke$te$ntu$an dalam U$ndang-U$ndang? Istilah 'me $nganu$lir' se $ndiri 

me$ngandu$ng makna me$nyatakan se$su$atu$ tidak sah atau$ me $mbatalkan ke$te$tapan yang te$lah 

be $rlaku$ se$be $lu$mnya. Dalam konte$ks ini, pe $nu$lis me$ngangkat be$be $rapa kasu$s se $bagai contoh, 

yakni SE$MA Nomor 2 Tahu$n 2023 dan SE$MA Nomor 10 Tahu$n 2020. SE $MA Nomor 2 Tahu$n 

2023 dite$rbitkan ole$h Mahkamah Agu$ng pada 17 Ju$li 2023 dan me$mbahas me$nge $nai 

pe $ncatatan pe$rkawinan antar-agama. Tu$ju$an dari SE$MA ini adalah me$mbe $rikan arahan ke$pada 

para hakim dalam me$nangani pe$rkara pe $rmohonan pe$ncatatan pe$rkawinan lintas agama. 

Pe $rkawinan se$ndiri me$ru$pakan ikatan sah antara laki-laki dan pe$re $mpu$an, yang diaku$i baik 
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se $cara agama mau$pu$n hu$ku$m. Dari sisi le$galitas, ke$te$ntu$an ini me$ru$ju$k pada Pasal 2 ayat (2) 

U$ndang-U$ndang Pe $rkawinan, yang me$nyatakan bahwa 'Se $tiap pe$rkawinan haru$s dicatat 

me$nu$ru$t pe $ratu$ran pe$ru$ndang-u$ndangan yang be$rlaku$ ole$h instansi yang be$rwe $nang. 

 Be $rbe$da halnya de$ngan ke$te $ntu$an dalam Pasal 35 hu$ru$f a U$ndang-U$ndang Administrasi 

Ke $pe $ndu$du$kan dan Pasal 69 Pe$ratu$ran Pre $side $n (Pe$rpre $s) Nomor 25 Tahu$n 2008, yang 

me$ngatu$r me$nge $nai pe$ncatatan pe$rkawinan yang dilaku$kan be$rdasarkan pu$tu$san atau$ 

pe $ne$tapan pe$ngadilan. Adapu$n bu$nyi Pasal 69 Pe$rpre $s Nomor 25 Tahu$n 2008 adalah se$bagai 

be $riku$t:    

1. Pe $ncatatan pe$rkawinan be$rdasarkan pe$ne$tapan pe$ngadilan dilaku$kan di Instansi 

Pe $laksana atau$ U$PTD Instansi Pe $laksana. 

2. Pe $ncatatan pe$rkawinan se$bagaimana dimaksu $d pada ayat (1) dilaku$kan de$ngan cara 

me$nu$nju$kkan pe$ne $tapan pe$ngadilan.   

 Pe $rkawinan bagi pe$me$lu$k agama Islam dapat dicatatkan di Kantor U$ru$san Agama (KU$A) 

se $te$mpat, se$me $ntara bagi pe$me $lu$k agama non-Islam dicatatkan me$lalu$i Kantor Dinas 

Ke $pe $ndu$du$kan dan Pe$ncatatan Sipil (Disdu$kcapil). Namu$n de$mikian, se$ju$mlah kantor 

Disdu$kcapil me$nolak u$ntu$k me $ncatatkan pe$rkawinan antar-agama kare$na dianggap 

be $rte$ntangan de$ngan ke$te$ntu$an dalam U$ndang-U$ndang Nomor 1 Tahu$n 1974 te $ntang 

Pe $rkawinan. 

 U$ndang-U$ndang Nomor 1 Tahu$n 1974 te$ntang Pe$rkawinan tidak se$cara e$ksplisit 

me$nyatakan bahwa pe$rbe$daan agama antara calon su$ami dan istri me$ru$pakan larangan atau$ 

pe $nghalang u$ntu$k me$langsu$ngkan pe$rkawinan. Se$me $ntara itu$, Pasal 35 hu$ru$f (a) U$ndang-

U$ndang Nomor 24 Tahu$n 2013 yang me$ru$pakan pe$ru$bahan atas U$ndang-U$ndang Nomor 23 

Tahu$n 2006 te$ntang Administrasi Ke$pe $ndu$du$kan ju$stru$ me$mbe $rikan ce$lah hu$ku$m yang 

me$mu$ngkinkan te$rjadinya pe$rkawinan antar-agama.8   

Se $bagaimana diatu$r dalam Pasal 35 U$ndang-U$ndang Nomor 23 Tahu$n 2006, pe $ncatatan 

pe $rkawinan yang dimaksu$d dalam Pasal 34 ju$ga be$rlaku$ u$ntu$k: 

a. Pe $rkawinan yang dite$tapkan ole$h pe $ngadilan; dan 

b. Pe $rkawinan warga asing yang dilaku$kan di Indone$sia atas pe$rmintaan warga ne$gara asing 

yang be$rsangku$tan.  

 Pe $nje$lasan Pasal 35 (a) U$ndang-U$ndang Administrasi Ke$pe $ndu$du$kan ini me$ngatakan 

 
8Setiyowati, Hukum Perkawinan di Indonesia (Rekonstruksi Peraturan Perundang-undangan Berbasis 

Nilai Keadilan, Cetakan 1, Malang, Jatim: Setara Press, Kelompok Intrans Publishing, Wisma Kalimetro : 2021, 

hlm. 6-7.  
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bahwa yang dimaksu$d de$ngan pe$rkawinan yang dite$tapkan ole$h pe $ngadilan adalah pe$rkawinan 

yang dilaku$kan antaru$mat yang be$rbe$da agama. Se$iring be$rke$mbangnya waktu $ mu$ncu$l 

pe $rsoalan, jika pe$rkawinan yang dicatatkan de $ngan atau$ dasar pu$tu$san pe$ngadilan se$pe $rti yang 

dimaksu$d pada Pasal 35 (a) U $ndang-U$ndang Nomor 24 Tahu $n 2013 te $ntang pe $ru$bahan atas 

U$ndang-U$ndang Nomor 23 Tahu$n 2006 te $ntang Administrasi Ke$pe $ndu$du$kan itu$ sah me$nu$ru$t 

U$ndang-U$ndang Nomor 1 Tahu$n 1974 te$ntang pe$rkawinan? Me$ngingat dalam U$ndang-

U$ndang Administrasi Ke$pe $ndu$du$kan tidak me$ngatu$r le$bih lanju$t te$ntang tata cara/prose $s 

be $rlangsu$ngnya pe$rkawinan antaru$mat yang be$rbe $da agama se$hingga syarat dan tata cara se$rta 

larangan pe$rkawinan dalam U$ndang-U$ndang Nomor 1 Tahu$n 1974 te$tap be$rlaku$, kare$na 

U$ndang-U$ndang Nomor 1 Tahu$n 1974 ju$ga me$njadi salah satu$ dasar pe$mbe$ntu$kan U$ndang-

U$ndang Administrasi Ke$pe $ndu$du$kan te$rse $bu$t. 

 Dari pe$nje $lasan di atas, te$rdapat du$a pasal atau$ ke$te $ntu$an yang me$ngatu$r me $nge $nai 

ke $absahan pe$rkawinan dalam U$ndang-U$ndang Nomor 1 Tahu$n 1974, yaitu$ Pasal 2 ayat (1) 

dan Pasal 56, se$rta dalam Pe$ratu$ran Pe$ru$ndang-u$ndangan lain, yakni U$ndang-U$ndang Nomor 

24 Tahu$n 2013 yang me $ngu$bah U$ndang-U$ndang Nomor 23 Tahu$n 2006 te$ntang Administrasi 

Ke $pe $ndu$du$kan, yang ju$ga me$ngatu$r pe $laksanaan pe$rkawinan. Ke $du$a u$ndang-u$ndang te $rse $bu$t 

se $cara khu$su$s me $ngatu$r pe $ncatatan pe$rkawinan yang dilaksanakan me$lalu$i Pe$ngadilan (u$ntu$k 

pe $rkawinan be$da agama). Ke$tidakse$su$aian antara U$ndang-U$ndang Pe $rkawinan yang me$ngatu$r 

te$ntang ke$absahan pe$rkawinan de$ngan U$ndang-U$ndang Administrasi Ke$pe $ndu$du$kan yang 

me$njadi dasar pe$ncatatan pe$rkawinan be$da agama, dise$bu$t se $bagai inkonsiste$nsi hu$ku$m. Hal 

ini me$ngakibatkan ke$tidakje$lasan hu$ku$m te$rkait pe$rkawinan antar agama di Indone$sia, yang 

pada gilirannya me$nimbu$lkan te$rjadinya ke$kosongan hu$ku$m (re$chtsvacu$u$m), se$rta 

me$mu$ncu$lkan be$rbagai pe$nafsiran me$nge$nai pe$rkawinan be$da agama. 

 U$ntu$k me$ngatasi ke$tidakpastian hu$ku$m dan inkonsiste$nsi dalam pe$ncatatan pe$rkawinan 

antar agama, Mahkamah Agu$ng me$re $spon de$ngan me$ne $rbitkan SE$MA Nomor 2 Tahu$n 2023 

yang mu$lai be$rlaku$ pada 17 Ju$li 2023, yang dike$lu$arkan ole$h Ke $tu$a MA, M. Syarifu$ddin. 

SE $MA ini me$ru$pakan pe$tu$nju$k bagi hakim dalam me$nangani pe$rkara pe$rmohonan pe $ncatatan 

pe $rkawinan be$da agama, dan isi dari SE$MA te $rse $bu$t me$nyatakan: 

“U$ntu$k me$mbe$rikan ke$pastian dan ke$satu$an pe$ne $rapan hu$ku$m dalam 

me$ngadili pe$rmohonan pe$ncatatan pe$rkawinan antar-u$mat yang be$rbe $da 

agama dan ke$pe $rcayaan, para hakim haru$s be $rpe$doman pada ke$te$ntu$an yaitu$ 

Pe $rkawinan yang sah adalah pe$rkawinan yang dilaku$kan me$nu$ru$t hu$ku$m 

masing-masing agama dan ke$pe $rcayaannya itu$, se $su$ai de$ngan Pasal 2 ayat 

(1) dan Pasal 8 hu$ru$f f U$ndang-U$ndang Nomor 1 Tahu$n 1974 te$ntang 

pe $rkawinan, pe$ngadilan tidak me$ngabu$lkan pe$rmohonan pe $ncatatan 

pe $rkawinan antar-u$mat yang be$rbe $da agama dan ke$pe$rcayaan.”  
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  Isi dari SE $MA te $rse $bu$t me $mbe$rikan pe$tu$nju$k yang je$las bagi hakim u$ntu$k me $mimpin 

prose $s pe $ngadilan de$ngan te $gas te$rkait pe$rkawinan antar agama. Salah satu$ poin pe $nting yang 

me$njadi foku$s u$tama adalah pe$ngaku$an sahnya pe$rkawinan apabila te$lah dilaksanakan se $su$ai 

de $ngan norma hu$ku$m agama dan ke$pe$rcayaan yang dianu$t ole $h pasangan te$rse $bu$t. Ole $h kare$na 

itu$, SE $MA ini me $larang hakim u$ntu$k me $ngabu$lkan pe$rmohonan pe$ncatatan pe$rkawinan antara 

individu$ yang be $rbe $da agama, yang se$jalan de $ngan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 f U$ndang-

U$ndang Pe $rkawinan yang me$nyatakan bahwa "pe$rkawinan sah jika dilaku$kan se $su$ai de$ngan 

hu$ku$m agama dan ke$pe $rcayaan masing-masing." De$ngan de $mikian, pe$ne $tapan sahnya 

pe $rkawinan haru$s me $mpe$rtimbangkan aspe $k norma agama yang re$le$van. 

 Me $nu$ru$t te$ori Pe$ru$ndang-u$ndangan yang te$rcantu$m dalam Pasal 8 U$ndang-U$ndang 

Nomor 12 Tahu$n 2011 te$ntang Pe$mbe$ntu$kan Pe$ratu$ran Pe $ru$ndang-u$ndangan, ke $be$radaan 

SE $MA diaku$i dan me$miliki ke$ku$atan hu$ku$m yang me$ngikat, me$skipu$n SE $MA bu$kan 

me$ru$pakan produ$k hu$ku$m dalam hie$rarki Pe $ratu$ran Pe $ru$ndang-u$ndangan se$pe $rti yang 

dije$laskan dalam Pasal 7 ayat (1).  

 Yahya Harahap me$nyatakan bahwa isi dan pe$tu$nju$k dalam SE$MA haru$s dipatu$hi dan 

dite$rapkan ole$h hakim se$rta pe$ngadilan. Se $bagai konse$ku$e$nsinya, pasangan yang me$nikah 

be $da agama dan tidak me$ndaftarkan pe$rkawinannya tidak dapat me$mpe$role$h akta pe $rkawinan 

se $rta hak-hak te$rkait, se$pe$rti hak asu$h anak, warisan, dan lain-lain. Namu$n, se $te$lah 

dike$lu$arkannya SE$MA Nomor 2 Tahu$n 2023, masih te$rdapat hakim yang me$mbe $rikan amar 

pu$tu$san u$ntu$k 'me $ngabu$lkan' pe $rmohonan pe$ncatatan pe$rkawinan be$da agama. Salah satu$ 

contohnya adalah Pu$tu$san Pe $ngadilan Ne$ge $ri Jakarta U$tara Nomor 432/Pdt.P/2023/PN. Jkt. 

U$tr yang dijatu$hkan ole$h hakim tu$nggal Yu$li E$ffe $ndi pada tanggal 8 Agu$stu$s 2023, yang 

dike$lu$arkan be$be$rapa minggu$ se $te$lah te$rbitnya SE$MA te $rse $bu$t. 

  Ke $se $su$aian antara SE$MA No. 2 Tahu$n 2023 de$ngan prinsip Bhinne$ka Tu$nggal Ika ju$ga 

me$nimbu$lkan banyak pe$rde $batan, kare$na dianggap be$rte$ntangan de$ngan nilai-nilai Bhinne$ka 

Tu$nggal Ika yang me$nghargai ke$be $ragaman, dan se $haru$snya tidak me$nghalangi pe$rkawinan 

antar individu$ yang be $rbe $da agama. Hal ini me$nyoroti bahwa larangan te$rhadap pe$rkawinan 

be $da agama dapat me$mbatasi ru$ang bagi plu$ralisme$ agama di Indone$sia. Dalam U$ndang-

U$ndang Nomor 14 Tahu$n 1985, SE $MA tidak dise$bu$tkan se $cara e$ksplisit, yang me$nye $babkan 

ke $tidakje$lasan me$nge $nai statu$s hu$ku$mnya. Me $skipu$n de$mikian, Mahkamah Agu$ng te $tap ru$tin 

me$nge $lu$arkan SE$MA se $tiap tahu$nnya, yang me$nu$nju$kkan bahwa SE$MA te $tap be$rlaku$. 

 Tu$ju$an dari SE $MA No. 2 Tahu$n 2023 adalah u$ntu$k me $mbe$rikan ke$pastian hu$ku$m dan 

ke $se $ragaman dalam prose$s pe $ngadilan te$rhadap pe$rmohonan pe$ncatatan pe$rnikahan antar u$mat 
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be $ragama yang be$rbe$da agama dan ke$pe $rcayaan. Dalam SE$MA ini, Mahkamah Agu$ng 

me$nginstru$ksikan hakim u$ntu$k me $nolak pe $ndaftaran pe$rkawinan antar agama. Ke $hadiran 

SE $MA te $rse $bu$t be$rtu$ju$an u$ntu$k me$nghalangi pe$rkawinan antara individu$ yang be$rasal dari 

agama yang be$rbe$da di masa de$pan. Te $rdapat du$a hal pe $nting yang pe$rlu$ dipe$rhatikan dalam 

SE $MA No. 2 Tahu$n 2023. Pe $rtama, se$su$ai de$ngan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8e $ U$ndang-

U$ndang Pe $rkawinan Nomor 1 Tahu$n 1974, pe $rkawinan yang sah adalah pe$rkawinan yang 

se $su$ai de$ngan se $mu$a ke $te$ntu$an agama dan ke$pe $rcayaan yang be$rlaku$. Ole$h kare$na itu$, 

pe $rmohonan pe$ncatatan pe$rkawinan dari individu$ yang tidak me$nganu$t agama atau$ 

ke $pe$rcayaan te$rte$ntu$ tidak dapat dite$rima ole $h pe $ngadilan. Pe $ngadilan me$miliki we $we $nang 

u$ntu$k me$nolak pe$rmohonan pe$ncatatan pe$rkawinan antara individu$ yang be$rbe $da agama se$su$ai 

de $ngan SE$MA No. 2 Tahu$n 2023. 

 Pe $ne $rapan SE$MA di atas me$mbe$rikan solu$si te$rhadap ke$tidakje$lasan hu$ku$m dan 

pe $ratu$ran yang saling be$rte$ntangan me$nge$nai pe$rnikahan be$da agama di Indone$sia, khu$su$snya 

te$rkait ke$tidakse$su$aian antara U$ndang-U$ndang Pe $rkawinan dan U$ndang-U$ndang Administrasi 

Ke $pe $ndu$du$kan. Se $cara khu$su$s, su$rat e $daran ini me$ngu$atkan ke$te$ntu$an dalam Pasal 2 ayat (1) 

dan Pasal 8 hu$ru$f U$ndang-U$ndang Pe $rkawinan yang de$ngan te$gas me$nyatakan bahwa 

pe $rkawinan be$da agama dilarang, te$rle$pas dari tingkatan pe$ratu$ran pe$ru$ndang-u$ndangan. Le$bih 

lanju$t, se$su$ai de $ngan Pu$tu$san MK No. 24/PU$U$-XX/2022, pe $nting u$ntu$k me$mahami Pasal 35 

hu$ru$f a U$ndang-U$ndang Administrasi Ke $pe$ndu$du$kan se $bagai atu$ran administratif se $mata, 

tanpa me$ncaku$p pe $ngaku$an ne$gara te$rhadap pe$rkawinan be$da agama. 

 SE $MA yang dimaksu$d adalah pe$ratu$ran yang dite$rbitkan ole$h Mahkamah Agu$ng, yang 

ju$ga me$ru$pakan le$mbaga pe$radilan te$rtinggi di Indone $sia. Landasan dari pe$ratu$ran ini adalah 

prinsip ke$be $basan. Tu$ju$an u$tama dari pe$ratu$ran ini adalah u$ntu$k me$mastikan konsiste $nsi dan 

kohe $re$nsi dalam pe$ne $rapan pe$ratu$ran pe $ru$ndang-u$ndangan se$rta u$ntu$k me $nge $valu$asi 

pe $rmohonan pe$ncatatan pe$rkawinan be$da agama. Se$cara khu$su$s, atu$ran ini be$rtu$ju$an u$ntu$k 

me$mpe $rje$las dan me$nghilangkan ke$ragu$an atau$ ke $tidakje$lasan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 

8 hu$ru$f (f) U$ndang-U$ndang Pe $rkawinan No. 1 Tahu$n 1974. 

 Dalam U$ndang-U$ndang Nomor 14 Tahu$n 1985 te$ntang Mahkamah Agu$ng, SE $MA tidak 

dije$laskan se$cara rinci me$nge $nai posisi hu$ku$mnya dalam hie$rarki pe$ratu$ran pe $ru$ndang-

u$ndangan. Namu$n, be$rdasarkan Pasal 79 U$ndang-U$ndang Mahkamah Agu$ng, SE $MA 

dipe$rlu$kan u$ntu$k me $ngatu$r pe $laksanaan pe $radilan yang be$lu$m diatu$r se $cara cu$ku$p dalam 

U$ndang-U$ndang Mahkamah Agu$ng. Ole$h kare$na itu$, pasal ini be$rfu$ngsi se $bagai dasar hu$ku$m 

bagi SE $MA u$ntu$k me $mu$tu$skan kasu$s yang tidak diatu$r dalam pe$ratu$ran pe $ru$ndang-u$ndangan 

yang be$rlaku$ di Indone$sia, se$su$ai de$ngan fu$ngsi pe$ngatu$ran (re$ge $le$nde $ fu$nctie$) yang dimiliki 
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ole$h Mahkamah Agu$ng. Hal ini se$su$ai de $ngan ke$we $nangan Mahkamah Agu$ng (MA) u$ntu$k 

me$mbu$at pe$ratu$ran, di mana SE$MA disu$su$n dalam situ$asi yang me$nde $sak akibat adanya 

ke $kosongan hu$ku$m. Se $lain itu$, SE$MA ju$ga didorong ole$h Pasal 10 U$U$ No. 48 Tahu$n 2009 

te$ntang Ke $ku$asaan Ke$hakiman, yang se$cara te$gas me $larang hakim u$ntu$k me$nolak su$atu$ 

pe $rkara hanya kare$na be $lu$m ada pe$ratu$ran yang me $ngatu$rnya. Me $skipu$n SE $MA tidak diaku$i 

se $bagai pe$ratu$ran pe$ru$ndang-u$ndangan me$nu$ru$t U$ndang-U$ndang Nomor 12 Tahu$n 2011 

te$ntang Pe $mbe$ntu$kan Pe $ratu$ran Pe $ru$ndang-u$ndangan, SE $MA te $tap me$miliki ke $ku$atan hu$ku$m 

yang me$ngikat. 

 Ke $be $radaan SE$MA No. 2 Tahu$n 2023 tidak me$mpe $ngaru$hi hak-hak ke$lu$arga, se$pe $rti 

hak anak, hak waris, dan hak atas harta gono-gini, dalam pe$rkawinan be$da agama yang su$dah 

be $rlangsu$ng se $be $lu$m dike$lu$arkannya SE$MA te $rse $bu$t. Se$lain itu$, kare$na SE $MA No. 2 Tahu$n 

2023 hanya be$rfu$ngsi se $bagai pe$doman bagi hakim dan bu$kan se $bagai u$ndang-u$ndang yang 

me$ngikat se$cara u$mu$m dalam hie$rarki pe $ratu$ran pe$ru$ndang-u$ndangan, pe$nu$lis be$rpe $ndapat 

bahwa ada pote$nsi te$rjadinya tindakan yang be $rte$ntangan de$ngan hu$ku$m ole$h pihak-pihak yang 

me$ngadvokasi (me$mbe$la, me$ndu$ku$ng, atau$ me$ndorong) pe $rkawinan be$da agama. 

 Se $lanju$tnya, SE $MA yang ju$ga te$rindikasi me$mbatalkan U$ndang-U$ndang adalah SE $MA 

No. 10 Tahu$n 2020 me$nge $nai Pe$nggu$naan Pinjam Nama (Nomine$e$ Arrange $me$nt). Hu$ru$f B 

angka 4 U$ndang-U$ndang Re$pu$blik Indone $sia Nomor 5 Tahu$n 1960 te$ntang Pe $ratu$ran Dasar 

Pokok-Pokok Agraria me $nye$bu$tkan, 'Pe $milik se$bidang tanah adalah pihak yang namanya 

te$rcantu$m dalam se$rtifikat, me$skipu$n tanah te$rse $bu$t dibe$li me$nggu$nakan u$ang/harta/ase $t milik 

WNA atau$ pihak lain.' Hal ini tidak se$jalan de $ngan Pasal 9, Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 26 ayat 

(1) U$ndang-U$ndang Pokok Agraria. 

Pasal 9: 

(1) Hanya warga-ne$gara Indone$sia dapat me$mpu$nyai hu$bu$ngan yang se$pe $nu$hnya de$ngan 

bu$mi, air dan ru$ang angkasa, dalam batas-batas ke$te$ntu$an Pasal 1 dan 2. 

(2) Tiap-tiap warga ne$gara Indone$sia, baik laki-laki mau$pu$n wanita me$mpu$nyai 

ke $se $mpatan yang sama u$ntu$k me$mpe$role$h se $su$atu$ hak atas tanah se$rta u$ntu$k me$ndapat 

manfaat dari hasilnya, baik bagi diri se $ndiri mau$pu$n ke $lu$arganya. 

 

 

  

Pasal 21: 

(1) Hanya warga-ne$gara Indone$sia dapat me$mpu$nyai hak milik. 
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(2) Ole $h Pe$me $rintah dite$tapkan badan-badan hu$ku$m yang dapat me$mpu$nyai hak milik dan 

syarat-syarat. 

(3) Orang asing yang se $su$dah be $rlaku$nya U$ndang-U$ndang ini me$mpe $role$h hak milik 

kare$na pe$warisan tanpa wasiat atau$ pe$rcampu$ran harta kare$na pe$rkawinan, de$mikian 

pu$la warga-ne$gara Indone$sia yang me$mpu$nyai hak milik dan se $te$lah be$rlaku$nya 

U$ndang-U$ndang ini ke$hilangan ke$warga-ne $garanya wajib me$le$paskan hak itu$ didalam 

jangka waktu$ satu$ tahu $n se $jak dipe $role$hnya hak te$rse $bu$t atau$ hilangnya 

ke $wargane$garaan itu$. Jika se$su$dah jangka waktu$ te$rse $bu$t lampau$ hak milik itu$ 

dile$paskan, maka hak te$rse $bu$t hapu$s kare $na hu$ku$m dan tanahnya jatu$h pada Ne $gara, 

de $ngan ke$te$ntu$an bahwa hak-hak pihak lain yang me$mbe$baninya te$tap be$rlangsu$ng. 

(4) Se $lama se$se $orang disamping ke$warga-ne $garaan Indone$sianya me$mpu$nyai ke$warga-

ne $garaan asing maka ia tidak dapat me $mpu$nyai tanah de$ngan hak milik dan baginya 

be $rlaku$ ke $te$ntu$an dalam ayat (3) Pasal ini.  

Pasal 26 ayat (1): 

(1) Ju$al-be$li, pe $nu$karan, pe$nghibahan, pe$mbe $rian de$ngan wasiat, pe$mbe$rian me$nu$ru$t adat 

dan pe$rbu$atan-pe$rbu$atan lain yang dimaksu $dkan u$ntu$k me$mindahkan hak milik se $rta 

pe $ngawasannya diatu$r de$ngan Pe $ratu$ran Pe $me$rintah.   

 Pe $nu$lis be$rpe $ndapat bahwa SE$MA No. 10 Tahu$n 2020 dan SE$MA No. 2 Tahu$n 2023 

be $rte$ntangan de$ngan pe $ratu$ran pe$ru$ndang-u$ndangan yang le$bih tinggi. Hal ini se$jalan de$ngan 

prinsip le$x spe$cialis de$rogate$ le$gi ge$ne $ralis, yang me$nyatakan bahwa hu$ku$m khu$su $s 

me$nge $sampingkan hu$ku$m u$mu$m. Pe $nu$lis ju$ga be $rpe$ndapat bahwa ke$du$du$kan SE $MA dalam 

siste $m pe$ratu$ran pe$ru$ndang-u$ndangan bu$kanlah bagian dari pe$ratu$ran yang le$bih tinggi, 

me$lainkan hanya se$bagai ke$bijakan yang be $rsifat ke$we $nangan. Ole$h kare$na itu$, SE $MA tidak 

me$miliki hak atau$ ke$ku$atan hu$ku$m u$ntu$k me$mbatalkan U$ndang-U$ndang yang le$bih tinggi atau$ 

se $tara. 

  Ole $h kare$na itu$, DPR be $se $rta jajarannya dianggap pe$rlu$ u$ntu$k me$ninjau$ ke$mbali 

ke $absahan hu$ku$m te$rkait SE$MA. Me $ngu$tip dari salah satu$ me$ntor di kantor te$mpat pe$nu$lis 

magang, yaitu$ Bagian Hu$ku$m Se $kre $tariat Dae$rah Kota Jambi, be$liau$ me $nyatakan bahwa 

'U$ntu$k me $ne$ntu$kan apakah su$atu$ atu$ran te$rmasu$k pe$ratu$ran pe$ru$ndang-u$ndangan atau$ bu$kan, 

dapat dilihat pada pe$nje $lasannya apakah te$rdapat ayat-ayat atau$ tidak. Jika tidak ada ayat, maka 

atu$ran te$rse $bu$t bu$kanlah pe$ratu$ran pe $ru$ndang-u$ndangan. Se$te$lah me$nde $ngarkan pe $rnyataan 

te$rse $bu$t dan me$laku$kan pe $ne $litian te$rhadap SE $MA, pe $nu$lis me$nyimpu$lkan bahwa SE $MA 

bu$kanlah pe$ratu$ran pe$ru$ndang-u$ndangan kare$na tidak me$ncantu$mkan ayat-ayat mau$pu$n dasar 
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filosofi, sosiologi, dan yu$ridis. SE $MA hanya be$rfu$ngsi se$bagai ke$bijakan yang be$rtu$ju$an u$ntu$k 

me$ngisi ke $kosongan hu$ku$m atau$ me $mbe$rikan ke $pastian hu$ku$m ke $tika ada pe $ratu$ran 

pe $ru$ndang-u$ndangan yang masih ku$rang je $las. 

B. Implikasi Surat Edaran Mahkamah Agung yang menganulir keberlakukan Undang-

Undang 

Be$be$rapa implikasi u$mu$m dari adanya pe$ne$rbitan SE$MA adalah: 

1.  Pe$mbe$ntu$kan standar praktik pe$radilan 

2.  Pe $nye $le$saian kasu$s yang le$bih e $fisie$n  

3.  Pe $nye $mpu$rnaa dan Pe$nye $su$aian hu$ku$m 

4.  Pe $ngu$atan Hak Asasi Manu$sia (HAM) 

5.  Pe $ningkatan akse$s ke $adilan  

6.  Ke $te$rbu$kaan dan transparansi 

7.  Pe $nce$gahan pe$nyalahgu$naan we$we $nang 

8.  Pe $nye $le$saian pe$rse $lisihan inte$rnal pe$ngadilan 

9.  Me $ndorong pe $rbaikan siste$m pe$radilan 

10.  Imple$me$ntasi hu $ku$m yang le$bih fle$ksibe $l dan re$sponsif. 

   Se $hu$bu$ngan de $ngan itu$ Implikasi SE$MA yang me $nganu$lir ke$be $rlaku$kan U$ndang-

U$ndang, yaitu$ SE $MA No. 2 Tahu$n 2023 dan SE $MA No. 10 Tahu$n 2020. Implikasi dari SE$MA 

No. 2 Tahu$n 2023 adalah pasangan be$da agama yang tidak me$ndaftarkan pe$rkawinan tidak 

dapat me$mpe$role$h akta pe $rkawinan dan hak-hak yang be$rkaitan de$ngan pe $rkawinan se $pe $rti 

hak pe $ngasu$han anak, hak waris, dan lain se $bagainya. Jika tidak dicatatkan pe$rkawinan maka 

dapat me$mbawa masalah-masalah hu$ku$m se $lama pe$rkawinan te$rse $bu$t, antara lain: 

1. Wanita te$rse$bu$t tidak diaku$i se $bagai istri yang le$gal. 

2. Se $orang istri tidak me$miliki hak u$ntu$k me$ndapatkan nafkah atau$ warisan dari su$ami yang te$lah 

me$ninggal. 

3. Se $orang istri tidak me$miliki hak atas harta be$rsama yang didapatkan se$lama pe $rkawinan 

apabila te$rjadi pe$rce$raian, kare$na me$nu$ru$t hu$ku$m, pe$rnikahan itu$ dianggap tidak ada. 

4. Anak yang lahir dari pe$rkawinan te$rse $bu$t dianggap tidak le$git, se$hingga anak te$rse $bu$t hanya 

me$miliki hu$bu$ngan hu$ku$m de $ngan ibu$ dan ke $lu$arga ibu$nya saja. 
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  Ke$du$du$kan Su$rat E$daran Mahkamah Agu$ng dalam hie$rarki pe$ratu$ran pe$ru$ndang-

u$ndangan di Indone$sia bu$kanlah se$bagai Pe$ratu$ran Pe$ru$ndang-u$ndangan, me$lainkan hanya 

se$batas ke$bijakan yang dibe$ntu$k be$rdasarkan ke$we$nangan. U$ndang-U$ndang Nomor 12 Tahu$n 

2011 ju$ga me$nganggap bahwa SE$MA bu$kanlah U$ndang-U$ndang walau$pu$n  me$miliki ke$ku$atan 

hu$ku$m yang me$ngikat. SE$MA dibe$ntu$k yang be$rtu$ju$an u$ntu$k me$ngisi ke$kosongan hu$ku$m atau$ 

pe$ratu$ran pe$ru$ndang-u$ndangan yang be$lu$m je$las.  

  Ada be$be$rapa aspe$k yang haru$s pe$rhatikan dalam me$ne$ntu$kan ke$du$du$kan surat edaran 

mahkamah agung yaitu$ se$su$ai de$ngan Pasal 79 U$ndang-U$ndang Mahkamah Agu$ng bahwa 

hanya surat edaran mahkamah agung yang isinya se$su$ai dapat masu$k dalam hie$rarki pe$ratu$ran 

pe$ru$ndang-u$ndangan, Surat edaran mahkamah agung yang be$rlaku$ se$cara nasional dise$lu$ru$h 

wilayah Indone$sia maka ke$du$du$kan surat edaran mahkamah agung be$rada diatas PE$RDA, Isi 

be$be$rapa SE$MA digu$nakan Mahkamah Agu$ng se$bagai atu$ran pe$laksana dari pe$ratu$ran dan 

ke$pu$tu$san Me$nte$ri hu$ku$m dan HAM saat Mahkamah Agu$ng masih me$nggu$nakan siste$m du$a 

(2) atap.  

 Implikasi Su$rat E$daran Mahkamah Agu$ng dalam me$nganu$lir ke$be$rlaku$kan su$atu$ 

U$ndang-U$ndang te$ntu$nya be$rimplikasi positif kare$na di te$rbitkannya SE$MA dapat te$rciptanya 

pe$mbe$ntu$kan standar praktik pe$radilan di Indone$sia yang le$bih baik, pe$nye$le$saian kasu$s yang 

le$bih e$fisie$n, pe$nye$mpu$rnaan dan pe$nye$su$aian hu$ku$m, pe$ngu$atan Hak Asasi Manu$sia (HAM), 

adanya pe$ningkatan akse$s ke$adilan, adanya ke$te$rbu$kaan dan transparansi, dapat me$nce$gah 

pe$nyalahgu$naan we$we$nang, dapat me$nye$le$saian pe$rse$lisihan inte$rnal pe$ngadilan, adanya 

pe$rbaikan siste$m pe$radilan yang le$bih baik dan ju$ga be$rimple$me$ntasi pada hu$ku$m yang 

fle$ksibe$l dan re$sponsif.  

B. Saran 

 DPR be$se$rta jajarannya di pandang pe$rlu$ u$ntu$k me$mbahas ke$mbali me$nge$nai ke$absahan 

hu$ku$m te$ntang SE$MA agar se$waktu$-waktu$ te$rciptanya hu$ku$m yang baku$ dan siste$m pe$radilan 

yang le$bih baik.  Mahkamah Agu$ng haru$s le$bih te$gas te$rhadap pe$radilan -pe$radilan yang 

be$rada di bawahnya te$ru$tama yang tidak me$ngiku$ti pe$doman pada SE$MA. Salah satu$ cara yang 

dapat dite$rapkan yaitu$ de$ngan me$mbe$ri sanksi administrasi atau$ pe$ringatan te$gas te$rhadap 

pe$radilan yang me$langgar ke$te$ntu$an -ke$te$ntu$an te$rhadap SE$MA.  
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